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2 Rencana Pemerintah Menaikkan

luran BPJS Kesehatan, Layakkah?

berencana ikkan iuran Badan Penyelengg
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap pada 2026.
Rencana kenaikan itu tertuang dalam Buku Il Nota Keuangan
RAPBEN 2026

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan
juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari
APBN.

"Waktu keputusan tarif BPJS tuskan PBI

Dalam buku itu, pemerintah dalam kerangk
pendanaan perlu ada penyesuaian iuran. Dan penyesuaian iu-
ran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbang-
kan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara
bertahap demi inimalisir gejolak, i keber-

artinya dari APBN tapi yang di mandiri ga dinaikkan
maka memberikan subsidi sebagian. Dari mandiri itu masih
di Rp35 ribu seharusnya Rp42ribu jadi Rp7.000 nya dibayar
pemerintah terutama PBPU," ujarnya.

Berapa jumlah kenaikkan iurannya? Sri Mulyani belum mau

lanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan di-
lakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan Program
Jaminan K ional dan peserta Penerima
Bantauan luran (PBI).
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juran.

Rencananya, Turan BPJS Kese-
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Pemerintah seharusnya
fokus memperbaiki
pelayanan dan memastikan
pengelolaan BPJS Kesehatan
lebih transparan, bukan
dengan cara menaikkan

kap besaran kenaikan iuran BPIS yang akan dilakukan
pada tahun depan.

Kata dia pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian
iuran akan dibahas oleh Kementerian Kesehatan dan BPIS
Kesehatan. "Lembaga itu lah yang diberikan mandat untuk
membahas,” ujarnya.

Kami meminta kepada BPJS
untuk berkoordinasi dengan
Badan Pusat Statistik (BPS)
dan Kemensos terkait data
valid orang miskin yang
memang harus dicover
Penerima Bantuan luran.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani
Chaniago mengakui secara resmi Komisi IX belum membahas
mengenai rencana kenaikkan tarif BPJS Kesehatan.

Tetapi, dengan situasi keuangan pemerintah yang defisit,
menaikkan tarif bisa saja tapi hanya bagi yang mampu.

Sementara, Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Farmasi
dan Kesehatan (FARKES) KSPI Bidang Hubungan Antar
Lembaga, Dimas P Wardhana menentang keras rencana
menaikkan tarif BPJS Kesehatan.

“Kami rencana kenaikan iuran BPJS Keseh »
tegas Dimas.
Untuk i lebih jauh bagai p gan Irma

Suryani Chaniago dan Dimas P Wardhana mengenai rencana
pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan secara bertahap di
tahun 2026. Berikut wawancaranya.
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